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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Diskripsi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan. Berikut pengertian pelaksanaan menurut para pakar:

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman) memberikan pendapatnya yang mengemukakan bahwa “implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”
.

Westa juga memberikan pendapatnya tentang pengertian implementasi yang mengatakan bahwa:
Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan
.
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana atau tersusun dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Abdullah Syukur juga memberikan pendapatnya tentang implementasi yang mengatakan bahwa:

Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula
.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha yang dilakukan dan didukung oleh alat-alat penujang. Dengan demikian implementasi suatu program kegiatan senantiasa selalu melibatkan tiga unsur yaitu adanya program yang telah dirancang, kelompok masyarakat dan unsur pelaksanaan kegiatan.
2. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sehubungan dengan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli, yang antara lain yaitu Nurdin Mansur dalam jurnalnya “Meningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah” berpendapat bahwa:

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas, pada tingkat sekolah (partisipasi masyarakat) dalam kerangka kebijaksanaan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setemapat
.

Nanang Fatah (dalam Nurdin Mansur) juga memberikan pendapatnya tentang pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengatakan bahwa:

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat dari kebijakan tersebut. Hal yang demikian seperti berikut ini: (1) Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru, (2) Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal, (3) Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral, guru dan iklim sekolah, dan (4) Adanya perhatian bersama-sama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan
.
Bedjo Sudjanto juga memberikan pendapatnya tentang pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengatakan bahwa: 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Disamping itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan
.
M. Samsul Hadi, dkk., (dalam Lamondo) mengatakan bahwa “manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, untuk memenej pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah”
. 

Selanjutnya Lamondo juga memberikan pendapatnya tentang pengertian manajemen berbasis sekolah yang mengatakan bahwa:

Manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah otonomi sekolah dalam hal ini kepala sekolah/madrasah menyelenggarakan dan mengelola sekolah/madrasahdengan pelibatan masyarakat serta dengan mempertimbangkan karateristik dan kebutuhan sekolah/madrasah yang dipimpinnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan
.

Ade Irawan, dkk., mengatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) “merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah”
. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah operasionalisasi konsep yang masih bersifat potensial yang harus dilaksanakan di Sekolah yang secara garis besar memiliki beberapa cakupan yang dapat dijadikan tolak ukur seperti manajemen kurikulum, tenaga kependidikan, HESEMAS, serta sarana dan prasarana. Yang kesemua itu dapat mengoptimalkan kinerja sekolah.

3. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga membedakan dari sesuatu yang lain. 

Udin Syarifudin Sa’ud mengatakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Adanya otonomi yang luas kepada sekolah, 2) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi, 3) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional, 4) Adanya team work yang tinggi, dinamis dan professional”
.

Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan ”Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) berdasarkan pada input, proses dan output”
.
Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bisa diketahui juga antara lain dari “bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia,dan pengelolaan sumber daya administrasi”
.

Sementara itu, menurut Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah

b. Pengelolaan Kurikulum

c. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

d. Pengelolaan ketenagaan

e. Pengelolaan keuangan

f. Pelayanan siswa

g. Hubungan sekolah dan masyarakat
.

Jadi dapat disimpulkan bahwa karateristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki beberapa komponen yaitu pengelolaan kurikulum, proses belajar mengajar, ketenagaan, keuangan, pelayanan siswa, dan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (HUSEMAS).

4. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif
.

Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”
. 

Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada 4 aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. 
a. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil output danoutcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya.

b. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu disekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBS memberi keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang social ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal.

c. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepat-gunaan semua input yang dipaki dalam proses pendidikan disekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan).

d. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stake holders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya
.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan kepala sekolah dan mendorong sekolah untuk melaksanakan pengambilan keputusan secara partisipatif.
5. Langkah-langkah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Nurkholis mengatakan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan behasil melalui langkah-langkah berikut ini:
a. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.

b. Adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses pengambian keputusan terhadap kurikulum.

c. Kepala Sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum.

d. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.

e. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh.

f. Adanya guidlines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.

g. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua stakeholder.

h. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.

i. Implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan capacity building mengadakan pelatihan pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan
.

Rumtini dan Jiyono mengatakan bahwa bagi sekolah yang sudah beroperasi (sudah ada/jalan) paling tidak ada 6 (enam) langkah untuk mencapai keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. Adapun langkah-langkahnya yaitu:
a. evaluasi diri (self assessment)
b. Perumusan visi, misi, dan tujuan
c. Perencanaan
d. Pelaksanaan
e. Evaluasi 
f. Pelaporan
.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu mengevaluasi diri untuk melakukan perbaikan, perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, merencanakan kegiatan sekolah (baik dalam janga pendek, menengah maupun jangka panjang), pelaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan.
B. Diskripsi Peningkatan Kapasitas Sekolah
1. Pengertian Peningkatan

Pengertian peningkatan dapat kita ambil dari Kamus bahasa Indonesia (KBI) yang diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya)”
. Selanjutnya Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah “menaikkan derajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya, proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya kini telah diadakan di bidang pendidikan”
.
Sejalan dengan pengertian peningkatan, salah satu pakar yang ternama yaitu Ahmad Dzaujak mengatakan bahwa peningkatan adalah “suatu perubahan atau perkembangan dari jenjang atau babak yang satu menuju jenjang yang lebih tinggi dan lebih maju”
.
Hari Sudrajat juga mengatakan bahwa peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti “berlapis-lapis dari sesuatu yang tersususun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, dengan demikian peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa”
.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk membantu bawahannya dalam meningkatkan kapasitas sekolah sehingga dapat lebih maju. sekolah dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan dalam proses penyelenggaraannya menuju perubahan yang lebih baik.

2. Pengertian Kapasitas

Definisi kapasitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap (panas, listrik, dsb), keluaran maksimum, kemampuan berproduksi, kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dari satuan farad)
. Definisi kapasitas menurut para pakar yaitu Maher Hilton dan Selto mengatakan bahwa “kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen”
. Selanjutnya Mc Nair, C. J. mendefinisikan kapasitas sebagai “sumber daya yang dimiliki oleh  perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat menggambarkan potensi  keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada masa mendatang”
. Dari pengertian tersebut, peneliti dapat memberi penekanan pada hal penting yaitu kapasitas merupakan kemampuan dari  suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai dimana kemampuan  tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.
Freddy Rangkuti juga memberikan pendapatnya bahwa:

Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Manajer Operasional memperhatikan kapasitas karena; 1) mereka ingin mencukupi kapasitas untuk memenuhi permintaan konsumen. 2) kapasitas mempengaruhi efisiensi biaya operasi. 3) kapasitas sangat bermanfaat mengetahui perencanaan output, biaya pemeliharaan kapasitas, dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan investasi
.
Lalu Sumayang (dalam Hari Sudrajat) mengatakan bahwa kapasitas adalah “tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas, biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu. Peramalan permintaan yang akan dating akan memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas”
. Selanjutnya T. Hani Handoko juga mengatakan bahwa kapasitas adalah “suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu”
. 
Berdasarkan definisi para pakar di atas, maka peneliti menarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
3. Pengertian Peningkatan Kapasitas Sekolah

Peningkatan kapasitas sekolah merupakan sebuah pendekatan yang ada pada masa sekarang ini. secara luas peningkatan kapasitas digunakan dalam pembangunan masyarakat. Istilah pengembangan kapasitas telah digunakan sejak tahun 1990-an oleh negara-negara donor (negara yang memberi bantuan) untuk memperbaiki kapasitas negara partner (negara yang mendapat bantuan).
Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan sekolah, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi sekolah untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.
Hopkins dan Jackson (dalam Bambang Sumintono) menyarankan bahwa lebih baik frase peningkatan kapasitas sekolah ini tidak dilihat secara sederhana, namun harus dilihat “sebagai satu kompleksitas organisasi sosial yang multidimensi. Mereka menulis bahwa dalam konteks lembaga pendidikan, kapasitas mengacu kepada karakteristik organisasi internal sekolah”
. Harris (dalam Bambang Sumintono) juga memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa peningkatan kapasitas sekolah “sebagai upaya-upaya dengan menciptakan kondisi, peluang dan pengalaman untuk saling kolaborasi dan saling belajar”
.
King Newman dan Young (dalam Bambang Sumintono) memberikan pengertian yang lebih operasional tentang peningkatan kapasitas sekolah yaitu:

a. Pengetahuan dan keterampilan dari individu staf.
b. Komunitas belajar profesional, di mana staf bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk siswa belajar, menilai seberapa baik siswa melakukannya, mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan prestasi siswa, melalui keterlibatan dalam penyelidikan dan pemecahan masalah.

c. Koherensi program. Yaitu sejauh mana program-program sekolah untuk belajar siswa dan staf yang dikoordinasikan, terfokus pada tujuan pembelajaran yang jelas dan berkelanjutan selama periode waktu
.
Menurut Uni Eropa (dalam Soeprapto dan Abidin) mengatakan bahwa peningkatan kapasitas sekolah adalah “proses yang dialami sekolah untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan”
. Dari pengertian tersebut, peneliti dapat memberi penekanan pada dua hal penting yaitu 1) pengembangan kapasitas sebagian besar berupa proses pertumbuhan dan pengembangan internal, dan 2) upaya-upaya pengembangan kapasitas haruslah berorientasi pada hasil.
Israel (dalam Estitika Rochmatul Zulfa, dkk.,) mendefinisikan sebuah pengembangan kelembagaan yaitu “pengembangan kelembagaan sinonim dengan pembinaan kelembagaan dan didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia dengan keuangan yang tersedia”
. Beliau juga mengatakan bahwa:

Peningkatan kapasitas menyangkut sistem manajemen, termasuk pemantauan dan evaluasi; struktur dan perubahan organisasi; perencanaan, termasuk perencanaan untuk suatu proses investasi yang efisien; kebijakan pengaturan staf dan personalia; pelatihan staf, prestasi keuangan, termasuk majemen keuangan dan perencaan, penyusunan anggaran, akunting, dan auditing; perawatan; dan pengadaan
.
Gandara BK. juga mengatakan bahwa “Pengembangan Kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan”
. Selain itu menurut Yeremias T. Keban lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa peningkatan Kapasitas sekolah merupakan “serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja sekolah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan”
.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas sekolah yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya sekolah untuk mendorong sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang mana indikatornya yaitu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki sekolah serta sistem untuk memperkuat kemampuan sekolah sehingga mampu mempertahankan kapasitasnya di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

4. Karakteristik Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas menurut Gandara BK dapat dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.

b. Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal.

c. Dibangun dari potensi yang telah ada.

d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri.

e. Mengurus masalah perubahan.

f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik
.
Berdasarkan indikator-indikator di atas dapat dimaknai bahwa peningkatan kapasitas sekolah merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan berangkat dari pencapaian hasil semata, akan tetapi peningkatan kapasitas merupakan proses pembelajaran akan terus berlanjutan untuk tetap dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.
Peningkatan kapasitas bukan proses yang berangkat dari nol atau ketiadaan, melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada untuk kemudian diproses agar lebih meningkatkan sekolahnya agar tetap dapat beratahan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas bukan hanya ditujukkan bagi pencapaian peningkatan kualitas pada satu komponen atau bagian dari sistem saja, melainkan diperuntukkan bagi seluruh komponen. Walaupun konsep dasar dari peningkatan kapasitas ini adalah proses pembelajaran, namun peningkatan kapasitas pada penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya yang diinginkan, apakah diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang.
5. Tujuan Peningkatan Kapasitas
Yeremias T. Keban mengatakan bahwa tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk “meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja”
. Hartatiningsih mengatakan bahwa tujuan dari peningkatan kapasitas adalah “pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan”
.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan  bahwa tujuan dari peningkatan kapasitas dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan suatu sistem yang berlanjutan.

b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek: 1) Efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. 2) Efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. 3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. 4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

6. Langkah-Langkah Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas memiliki aktifitas tersendiri yang memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas pada sebuah sistem, sekolah, atau individu, dimana ada aktifitas tersebut terdiri atas beberapa fase umum. Adapun fase tersebut menurut Gandara BK yaitu sebagai berikut:
a. Fase Persiapan. Pada fase ini terdapat 5 langkah kerja yaitu: 1) Identifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, 2) Menentukan tujuan-tujuan. 3) Memberikan tanggung jawab. 4) Merancang proses pengembangan kapasitas. 5) Pengalokasian sumber daya. 
b. Fase Analisis. Pada fase ini terdapat 5 langkah kerja yaitu: 1) Mengidentifikasi permasalahan. 2) Analisis terhadap proses. 3) Analisis organisasi. 4) Memetakan gap dalam kapasitas. 5) Menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas yang mendesak.

c. Fase Perencanaan. Pada fase ini terdapat 3 langkah kerja yaitu: 1) Perencanaan tahunan, 2) Membuat rencana jangka menengah, 3) Menyusun skala prioritas. 
d. Fase Implementasi. Fase ini terdapat 5 langkah kerja yaitu: 1) Pemrograman, 2) Perencanaan proyek pengembangan kapasitas, 3) Penyeleksian penyedia jasa layanan pengembangan kapasitas, 4) Implementasi proyek, 5) Monitoring proses.
e. Fase Evaluasi. Pada fase ini terdapat 2 langkah kerja yaitu: 1) Evaluasi dampak, 2) Merencanakan ulang rencana tindak pengembangan kapasitas
.

Kadarisman mengemukakan, bahwa cara meningkatkan kapasitas yaitu: 
a. Menganalisa lingkungan individu, grup, organisasi, komunitas, dan masyarakat yang akan dikembangkan kapasitasnya.

b. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kebutuhan, isu dan peluang terkait individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat yang akan dikembangkan kapasitasnya.

c. Merumuskan strategi untuk membangun kapasitas individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait.

d. Merancang rencana aksi untuk membangun kapasitas individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait.

e. Menghimpun dan menggunakan semua sumber daya yang sudah ada untuk mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasirencana aksi pengembangan kapasitas individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait.

f. Menggunakan umpan balik untuk mempelajari pelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses pengembangan kapasitas yang diterapkan terhadap individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat terkait
.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan tidak dapat dilakukan secara instant, melainkan melalui proses yang dilakukan secara berproses dan bertahap. Contohnya apabila seorang guru yang menginginkan kinerjanya dalam mengajar dalam kualitas yang baik. Maka sudah menjadi keharusan bagi guru tersebut untuk senantiasa belajar dan melaksanakan aktivitas yang erat kaitannya dengan proses atau upaya pengembangan kualitas diri. Dalam proses pengembangan kualitasnya guru harus mengalami siklus peningkatan kapasitas yang mencakup didalamnya persiapan, analisis, perencanaan, aksi dan evaluasi agar kegiatan peningkatan kapasitas dapat terlaksana dengan baik.
C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang Peningkatan Kapasitas Sekolah melalui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah telah dilakukan oleh peneliti lain yakni:

1. Sukahar S.Pd.I dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (studi kasus terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah (MA) Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe).
2. Marniyatun S.Pd.I dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SD Muhammadiyah Demangan Yogyakarta.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang Implementasi MBS dalam Meningkatkan Kapasitas Sekolah. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari fokus penelitian, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti  ingin mengungkapkan Bagaimanakah Implementasi MBS dapat meningkatan Kapasitas Sekolah di SMP Negeri 4 Kendari itu. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.
D. Kerangka Berfikir
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School based management (SBM) bukanlah sesuatu yang asli Indonesia, meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat), bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Keberhasilan MBS di indonesia tidak lepas dari kondisi objektif yang mendukung. Elemen-elemen yang mendukung tersebut antara lain: iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat, konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidikan untuk diaktualkan, serta sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan reform tanpa banyak publikasi.

Konkritnya, keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No.25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmemdiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan olah raga tahun 2000-2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah atau School Based Management dan pendidikan yang berbasis masyarakat atau Community based education sebagai sebuah inovasi pendidikan untuk mencapai pendidikan yang lebih sempurna dalam meningkatkan kapasitas sekolah di Indonesia.
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